PUTUSAN
Nomor 0143/Pdt. G/2016/PA. Tbh
il Gaa il ) ey
DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA

Pangadilan Agama Tembiiahan yang memernksa dan mengadili perkara
Caoral Talok pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan
Majetis Hakim menjatuhkan Putusan sebagsl berikut dalam perkara antara :
Cumur 37 tahun, agama islam, pekedgasn
Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan
Lorong Tanjung Pinang RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sungai Beringin,
Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragir Hilir, sebagai Pemohon;
MELAWAN
umur 34 tahun, agama lslam, pekernaan
Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD. tempat tinggal di Jalan Lintas
Samudra Gang Bahagin Part Anang, Kelurshan Pantai Seberang
Makmur, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragii  Milir, sebagal
Termohon,
Pangadilan Agama tersebut di atas:
Telah membaca surat-surat parkara yang bersangkutan,
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Talah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang disjukan oleh
Famohon di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
15 Februari 2016 dan telah terdeftar pada Kepaniteraan Pangadilan Agama
Tombilahan di bawah register Nomor 0143/Pdt G/2016/PA Toh tertanggal
17 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap
Termohon dengan dalil-dall yang pada pokoknya sebagai berikut .
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada
tanggal 21 Agustus 1899 dihadapan Fegawal Pencatat Nikah Kantor

Haoiaman 1 dar 11 hdamar Putusan Nomo: Q14 3Pt G/R2016PA. Toh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiirong, Kabupaten Kebumen, Jawa
Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 420/57NVIN1689,
fertanggal 21 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Temmohon sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'de dukhul), telah dikaruniai
tiga orang anak, bemama @ 1 umur 1 hart meninggal dunia,
2. umur 14 tahun, 3

umur 12 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan

Pamohon;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan
Tarmohon hidup bersama sebagal suami-str, bertempat tinggal di rumah
orang tua Termohon selama kurang labih 1 tahun kemudian terakhir pindah
ke rumah bersama selama kurang lebih 10 tahun hingga pisah,

4. Bahwa sejek bulan Desember tahun 2000 kehidupan rumah tangga
Pamohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya
adalah
a. Termohon senng berperasangks buruk terhadap Pemohon dan menuduh

Pamohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

b, Termohon tidak mengurus romah tangga dengan sebaik-baiknys dan
Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon o rumah tanpa
kapeduan yang jelas,

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon
tenjadi pada bulan Februar tahun 2011, Termohon pergl meninggalkan
Pemohon pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampal
sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang & tahun,
selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah
divpayakan rukun kembali, akan tetapi tidak bertusi;

6. Bahwo berdasarkan fakta-fakts tersebut di atas, keadaan rumah tangga
Pamohon  dengan Termohon tdak mungkin  dipersatuken  lagi, dan
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Pemobion tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan
Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara inl sesual dengan
ketentuan yang beraky;

Bordasarkan alasan/datih-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar
Kotua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan,
agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnys menjatuhkan
putusan sebaga berikut :

PRIMAIR .

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon | untuk
maenjatubkan talak satu rajl terhadap Termohon

didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan:

3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menginmkan salinan
penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya
pemikahan tersabut,

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum,

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim barpencapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada han persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon dan  Termohon telah dipanggll secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan, terhadap pangghian tersebut Pemohon secars in
parson telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak
datang dan tidak puls mengutus orang lain sebagst wakiinys meskipun telah
dipanggll secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Manimbang, bahwa selanjutnys Majelis Hakim berusaha mendamaikan
dengan cara menasihatl Pemohon agar rukun dan berbalksn kembali dengan
Termohon, akan tetap! tidak berhasi |
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadic menghadap di
persidangan maka mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 tahun 2008 jo Pasal 1564 R Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu
juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan,

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkars  dilanjutkan  dengan
membacakan surat  permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannys tetap
dipertahankan Pomohon,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dall-dalil dan alasan
permohonannya, Femohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan
suksi-saksi yaity |
Bukti surat .

« Fotokopl Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 429/67NVIV1689, yang
aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong,
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tanggal 21 Agustus 1999, lalu
Majelis memerksa bukll surat tersebut dan mencocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, telah bermeteral cukup dan telsh di legalisir
Paniters Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketus Majelis
diber tanda P

Bukti saksi :

1 umur 40 tahun, agama lslam, pendidiken SMP,
pekaraan Karyawan Swasta, bertempat tinggal df Jalan Tanjung Harapan
RY. 002 RW. 001, Kelurahan Sungal Beringin, Kecamatan Tembilahan,
Kabupaten Indragint Hilir, dibawah sumpahnya membaerkan keterangan
sebiagai berkut
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai

Tetangga Pemohon;

« Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamidsti  menikah
21 Agustus 1999, setelah maenkah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Termohon di Jawa kemudian pindah ke
rumah bersama d Tembilahan kurang lebity 10 tahun hingga barpisah;
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Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknys suami istr, telah dikarunial 3 orang
anak sekarang dalam asuban Permohon;

Bahwa sejak bulan Desember tahun 2009 keadaan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagl karena
senng teqadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa persolisihan dan pertengkaran Pemohon dengan  Termohon
disobabkan karena Termohon sering berperasangka buruk terhadap
Pamohon dengan manuduh Pemohon telah mengajukan hubungan cinta
dengan perempuan lain,

Bahwa penyebab lain darl perselisihan tersebut karena Termohon tidak
mengurus rumah tangga dengan balk dan Termohon sering pergi
meninggalkan Pamohon tanpa keparuan yang jelas,

«  Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun,

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk
rukur kembali, akan tetapl idak barhasil,

2. umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
peketaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan RT. 002
RW. 001, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten
Indragir Milie, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagal berkut:
- Bahwa saks| kenal dengan Pemohon dan Termohon Karens sebagai

Tetangge Pemohon,

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istr yang sah sejak
21 Agustus 1988, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tus
Termohon o Jawa kurang lebin 1 tahun kemudian pindah kerumah
bersama di Tembilahan kurang lebih 10 tahun sampai akhirmys berpisah,

«  Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan
harmonis sebagaimana iayaknya suami istri dan telah dikarunial 3 orang
anak sekarang dalam asuban Pemohon;
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- Bahwa kemudian rumah tanggs Pemohon dengan Termohon tidak rukun
dan tidak harmonis lagi sejak Desember 2006 karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran,

Bahwa perselisihan dan perengkaran Pemohon dengan Termohon

disebabkan karana Termohon sering berperasangka buruk terhadap

Pemohon dengan menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan

perempuan lain dan Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan

balk karena Termohon sering pergl meninggalkan Pemohon tanpa
keperiuan yang jelas;

Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun,

Bahwa antara Pemohon dengan Termmohon sudah diupayaskan untuk

rukun kembal, akan tetapi tidak barhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya  telah  menyampaikan
kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknys menyatakan
totap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan
permohonan Pemohon,

Menimbang, bahwa untuk mernngkas ursian dalam putusan ini, Majelis
Hakim cukup menunjuk  hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berta
Acara Persidangan tersebut,

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas |

Menimbang, bahwa sesual ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo
Pasal 26 Peraturan Pemerintah No, @ Tahun 1875, Pemohon dan Termohon
lelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan,
terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di
persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang
lain sebagal wakilnys atau kuasanys, maks berdasarkan Pasal 140 R.Bg
parmohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek,

Menimbang, bahwa sesual ketentuan Pasal B2 ayal (1) dan (4) Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang
kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, maka selama
pemaerksaan perkara ini Majelis telah berusahs mendamaikan dengan cara
menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak
berhasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka
perdamaian melalul mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor @ 1 Tahun 2008 tdak dapat
dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon Utdak dapst didengar o
parsidangan;

Menimbang, bahwa peramatama harus  dipertimbangkan  adalah
tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah),
tormyata adalah akta autentik terbukti bahwa Pemchon adalah suami sah
Termohon, menikah pada tanggal 21 Agustus 1960, dengan demikian
Pamohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi
pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya dibert
izin untuk mengucapkan ikrar talak satu ra)’l atas din Termohon dengan alnsan-
alasan pada pokoknya karena . Termohon sering berperasangka buruk
terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan
parempuan lain dan Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan sebaik-
baiknya dan Termohon sering pergl meninggalkan Pemohon di rumah tanpa
keparduan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan
alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berups Surst (P)
dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap buktibukti mana Majells akan
mampartimbangkan berikut ini |

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipsn Akta Nikah), adalah sebagai
conditio sine quanon, telah dipartimbangkan terebih dahuiu dalam perkara ini,
sehingga tidak peru dipatimbangkan kembali |

Menimbang, bahwin bukti dua orang saksl, temyata keduanya adalah
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arang-orang yang dekat dengan Femohon dan kedua saksi tersebut telah
membaerikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan
pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendirl, dan
keterangan saty dengan lainnya telah saling mendukung serta talah sesual
dengan dalil-dall dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian
saksi-saksi tersebul dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil
pembuktian, sehingga keterangan saksisaksi & quo telah dapat diterima
sobagal bukti yang cukup mendukung kebsnaran dalibdalil dan  alasan
permohonan Pemohon dalam perkars ini |

Menimbang. bahwa darl permohonan Pemohon yang didukung bukti-
bukti P dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis
telah dapat manemukan fakta sebagai berikut .

Bahwa Pemohon adalah istri dari Termohon, menikah tanggal 21 Agustus
1969 di KUA Kecamatan Kiirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan
telah dikarunial tigan orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan
Pamohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis
namun sejak bulan Desember tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak rukun dan tdak harmonis lagi serng terdadi
perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk di damaikan lagl yang
ponyebabnya karena Termohon sering berperasangka buruk terhadap
Pamohon dengan menuduh Pemohon menjalin hubungan cima dengan
perempuan lain dan Termohon tidak mengurus rumah tangge dengan baik
karena Termohon sering pergl meninggalkan Pemohon tanpa keperuan
yang jelas;

« Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat
tinggal lebin kurang 5 tahun,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat dalidalll dan  alasan permohonan Pemohon telab  terbukt
kebenarannys, dan rumah tanggs Pemohon dengan Termohon dipandang telah
sampal pada kondisl pecah (broken marnage) yang sudah sangat sulit untuk
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disstukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagl dalam membina rumah
tangga, hal ini sesual dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-undang
Nomar 1 Tahun 1974 |

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Femohon dengan
Tormohon dapat dilihat darl fakta di mana telah terjadi perselsihan dan
pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pisah tempit
linggal selama 5 tahun, serta upaya damal yang dilakukan balk oleh pihak
keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemerksaan perkara inl, tetap
tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon
dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagl
harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangge;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim  peru  untuk
mangetengahkan dalil sysri dalam ALQur'an surat Al-Bagarah ayat 220 yang
Majelis Makim ambil sebagal pendapat Majehs dalam memutus perkara ini
yakni:
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Artinga  © “Talak (yang dapat dirujuk) ity dua kal, setelah ity boleh dirujuk
dengan cara yang ma ruf atau menceraikan dengen care yang bak”,

Dari dalil tersabut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit
dipertahankan lagi, maka jalan keluamya adalah perceraian dengan cara yang
baik,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum df
ates, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diber 12in
mengucapkan IKrar talak atas dift Termohon telah memenuhi alasan yang
cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 1975 jo Pasal 118 huruf (B) dan huruf (f)
Kompilasi Mukum Istam, oleh karena ifu sesual ketentuan Pasal 70 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradian Agama yang telah
diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000,
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maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon supaya
salinan penetapan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal
Pemohon, Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis
Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk
menyampatkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama
yang wilayahnys meliputi tempat  kediaman Pemohon dan Termohon dan
Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat datam
daftar yang disediakan untuk ftu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1988 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua
kalinys dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, maka semua biaya
parkara ini dibabankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang felah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan,
sena dabl syari yang barkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Membert izin kepada Pemohon | untuk
menjatubkan talak satu rafl terhadap Termohon

di depan sidang Pangaditan Agama Tembilahan |

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menginmkan
salinan Penetapan Ikrar Talak sotelah ikrar talak dilaksanakan kepada
Kantor Urusan Agama  Kecamatan Tembilahan, Kantor Urusan Agama
Kecamatan Enok, Kabupaten Indragin Hilie seda Kantor Urusan Agama
Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Provinsl Jawas Tengah, untuk
dicatat pada daftar yang telah disediaken untuk tu;
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5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 846.000,- (Delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 Hiriyah oleh kami YENI
KURNIATI, S.H.l. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai
Ketua Majelis, RIKI DERMAWAN, S.H.l. dan FATHUR RIZQI, S.H.l. masing-
masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim
Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh ABDUL AZIS, S.H. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon,

WETERAI (a9 KETUA MAJELIS
REMPEL 3
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YENI KURNIATI, S.H.L
HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA
RIKI DERMAWAN, S.H.l. FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 755.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
Jumlah = Rp. 846.000,- (Delapan ratus empat puluh

enam ribu rupiah);
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